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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Tranditerasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke
abjad yang lain. Tranditerasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab
dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf.;Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan
huruf dan tanda sekaligus.
Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:
Tabel 0.1: Tabel Tranditerasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
-
) Ta T Te
<
- Sa S es (dengan titik di atas)
Jm J Je
C
Ha h ha (dengan titik di
C bawah)
Kha Kh kadan ha
C
Da D De
>
R Zal z Zet (dengan titik di atas)
Ra R er
J




: Zai Z zet
J
Sin S es
St
. in esdan ye
P Syl Sy y
e Sad S es (dengan titik di bawah)
. Dad d de (dengan titik di
S bawah)
1 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za z zet (dengan titik di
bawah)
¢ an X komaterbalik (di atas)
: Gain G ge
C
B Fa F ef
3 Qaf Q Ki
L
- Mim M em
B Nun N en
Wau W we
J
A Ha H ha
. Hamzah ‘ apostrof
< Ya Y ye
B. Vokal

Voka bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1. Vokal Tunggal
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupatanda atau harakat,
trandliterasinya sebagai berikut:
Tabd 0.2: Tabel Tranditerasi Voka Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah A a
. Kasrah I [
> Dammah U u

2. Vokal Rangkap
Voka rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Tranditerasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

- Lg Fathah dan ya Ai adanu

_ 5 Fathah dan wau Au adanu
Contoh:

J kataba
- Jx.e faala
JM suila
- S kaifa
- Jy— haula

C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

trandliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4; Tabd Tranditerasi Maddah

Huruf Arab Nama Hur uf Nama
Latin
e Fathah dan alif atau A adan garis di atas
ya
L Kasrah dan ya ] i dan garis di atas
. ; Dammah dan wau U u dan garis di atas
Contoh:

- Js gala

- u—g rama

- }e qila

- Jyu yagalu

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al sertabacaan keduakataitu terpisah, maka
ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

_ JUbYiisi,  raudah a-atfaliraudahtul atfal

}/ﬁzﬂo 20 -

- 4yl apddl al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
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. b talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tandatasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf
yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J%  nazzaa
- W d-birr

F. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:
1. Katasandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditrandliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai
dengan bunyinya.
Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.
Contoh:

22

- U= arrgulu
- VJ.A& al-galamu
- ) asy-syamsu

- B a-jalaly



G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

}}2/

- =0 ta’khuzu
- f» syai’un
- ;;5\ an-nau’u
- 0l inna
H. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya
kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- ;;,é)'\jJ\ JUcgvE il 31 9 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/
Wa innallaha lahuwa khairurrazigin

- bl 5 a2 o Bismillahi majreha wa mursaha

-

I. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
trandliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri



itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

- quw‘ u) A» wdy Alhamdu lillahi rabbi al-*alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- F"Jj‘ f)* Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf
kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- v#-) ik il Allaahu gafarun rahim

- %)y?\w Lillahi al-amru jamt“an/Lillahil-amru jami‘an
Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
trangliterasi-ini-merupakan bagian yang tak terpisahkan-dengan [Imu Tagwid.
Karena itu peresmian pedoman transliteras ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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ABSTRAK

FARHAN, NIM.1119105, 2024 "Judge's Reasoning in Reecting Marriage
Dispensation Cases (Determination Sudy Case Number 254/Pdt.P/2023/Pa.
Btg)". Isamic Family Law Sudy Program Thesis, Faculty of Sharia, K.H
Abdurrahman Wahid Sate Islamic University Pekalongan. Supervisor Igbal
Kamalludin., M.H

In the Big Indonesian Dictionary, dispensation means an exception from a
rule due to special considerations, exemption from an obligation or prohibition.
This marriage dispensation occurs when a couple or one of their prospective
partners is below the standard age limit for marriage. Underage marriages
cannot be carried out without a marriage permit or marriage dispensation from
the Religious Court. One of the Batang. Religious Courts did not allow the
marriage dispensation as stated in decree number 254/Pdt.P/2023/PA. Btg where
the judge decided the case on the basis of the provisions stated in the Marriage
Law Number 1 of 1974 where in this case the judge really took into account the
mental and physical’ maturity of the prospective bride. The purpose of this
research is to analyze the judge's reasoning and the legal consequences of
Determination Number 254/Pdt.P/2023/PA.Btg. This type of research is normative
juridical which examines law which is conceptualized as norms or rules that
apply in society, and becomes a reference for everyone's behavior. This research
approach uses a statutory approach, a conceptual approach, and a case
approach.

The results ‘and conclusions of the author's research are that the legal
reasoning of the judges at the Batang Religious Caurt in Decision Number
254/Pdt.P/2023/PA.Btg uses deductive and inductive legal reasoning. The
deductive legal " reasoning of the Batang Religious Court Judge in his
considerations..is.based on general statutory regulations, namely Article 7
paragraph 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which has been
amended by Law Number 16 of 2019 on Marriage and is believed to be correct
and then interesting. The conclusion is of a special nature which in this case
cannot apply Article 7 paragraph 1 of 'Law Number 1 of 1974 concerning
Marriage because marriage can be permitted if the man and woman have reached
the age of 19 years. The legal consequence of the Batang Religious Court
Determination Number 254/Pdt.P/2023/PA.Btg is that the court judge refused and
did not allow the applicants to carry out the marriage at the Office of Religious
Affairs (KUA).

Keywords. Marriage, Marriage Dispensation, Legal Reasoning.
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ABSTRAK

FARHAN, NIM.1119105, 2024 “Penalaran Hakim Dalam Menolak
Perkara Dispensasi Nikah (Sudi Penetapan Nomor Perkara 254/Pdt.P/2023/Pa.
Btg)”. Skrips Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah,
Universitas Isam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing
Igbal Kamalludin., M.H

Daan Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensass memiliki arti
pengecualian dari sebuah aturan karena adanya pertimbangan yang khusus,
pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi perkawinan ini terjadi
pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia dibawah
standar ketentuan batas usia nikah: wPerkawinan dibawah umur tidak dapat
dilakukan tanpa adanya izin nikah atau Dispensasi nikah dari Pengadilan Agama.
Salah satu Pengadilan Agama Batang tidak mengizinkan dispensasi nikah yang
tertuang dalam penetapan.nomor 254/Pdi.P/2023/PA. Btg dimana hakim dalam
memutuskan perkara tersebut atas dasar ketentuan yang sudah tertera dalam
undang-undang pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal tersebut
hakim sangat mempertimbangkan kematangan jiwa dan raga calon pengantin
perempuan. Tujuan penelitian ini untuk menganasilis penalaran hakim dan akibat
hukum dari Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg Jenis penelitian ini adalah
yuridis normatif yang mengkaji hukum yang dikonsepkan norma atau kaidah yang
berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Pendekatan
penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual, dan pendekatan kasus.

Hasil dan' kesimpulan dari penelitian penulis yaitu Penalaran hukum hakim
Pengadilan Agama Batang dalam Putusan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg
menggunakan penalaran hukum deduktif dan induktif. Penalaran hukum deduktif
Hakim,_Pengadilan_Agama Batang dalam pertimbangannya. berdasarkan pada
peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum yakni pada pasa 7 ayat 2
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan dan diyakini
kebenarannya kemudian menarik kesimpulan yang sifatnya khusus dimana dalam
perkara ini tidaklah dapat berlaku Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan karena perkawinan dapat diizinkan jika pria dan wanita sudah
mencapal umur 19 Tahun. Akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Agama
Batang Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg yaitu hakim pengadilan menolak dan tidak
mengizinkan kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan Dikantor
Urusan Agama (KUA).

Kata Kunci: Perkawinan, Dispenasi Nikah, Penalaran Hukum.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang

Dalam Hukum Islam dijelaskan pernikahan merupakan suatu akad antara
caon mempelai pria dan calon mempelai wanita atas dasar kesukarelaan di
antara kedua belah pihak yang.diakadkan oleh seorang wali dengan jelas
berupa ijab gobul yang dilaksanakan dihadapan kedua orang saksi dengan
memenuhi syarat. Sementara dalam Kompilas Hukum Islam dijelaskan bahwa
pernikahan adalah suatu akad yang kuat yang diucapkan oleh wali dan qobul
yang diucapkan olen mempelai laki-laki dan disaksikan oleh kedua orang saksi.
Pernikahan dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya
merupakan ibadah. Tujuannya yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah
mawaddah warohmah %,

Dalam.Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi..memiliki arti
pengecualian dari sebuah aiuran karena adanya pertimbangan yang khusus,
pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. > Dispensasi nikah adalah
pemberian hak kepada seseorang untuk melaksanakan pernikahan meski usia
dari kedua mempela atau salah saiu mempelai belum mencapa batas usia
pernikahan.® Di indonesia pemberian dispensasi nikah harus melalui proses
sidang dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan

Agama.

1 Hilman Hadikusuma , Hukum Perkawinan, (Bandung: Mandar Maju, 2007), him. 10.

2 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indinesia, (jakarta: Gramedia
Pustaka), him. 335.

3 Safrin Salam, Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Fersfektif Hukum
Adat, Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang, Vol. No. 1, Juni 2017, him 114.
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Dispensasi nikah adalah perkawinan di bawah umur, artinya perkawinan
ini terjadi pada pasangan atau salah satu calon pasangannya mempunyai usia
dibawah standar ketentuan batas usia nikah. Perkawinan dibawah umur tidak
dapat dilakukan tanpa adanya izin nikah atau Dispensasi nikah dari Pengadilan
Agama. Untuk bisa mengajukan dispensasi nikah juga harus mendapatkan izin

dari kedua orang tua pemachon. Artinya dengan adanya dispensasi nikah
ini nantinya mempelai _mendapatkan pembebasan/keringanan/kelonggaran
untuk dapat melaksanakan perkawinan4.

Melihat bahwa keringanan yang didapatkan dari Pengadilan Agama,
maka dispensasl nikah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah.
Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan itu semua pada bab
syarat-syarat perkawinan pada pasal 7. Pasal 7 normanya berbunyi5:

1. Perkawinan_hanya diizinkan jika pihak pria sudah.mencapai umur 19
(semblian belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapal 19 (Sembilan
belas) tahun.

2. Dalam hal ini terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak priag/atau orang tua pihak wanita
dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan aasan sangat

mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

4 Safrin Salam, Dispensasi Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Fersfektif Hukum
Adat, Hukum Islam, Jurnal Pagaruyuang, Vol. No. 1, Juni 2017, him 115.

5 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974



3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagai mana dimaksud pada ayat (2)
wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan
mel angsungkan perkawinan.

4. Ketentuan-ketentuan mengenal keadaan salah seorang atau kedua orang tua
calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (1)
berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Dari ketentuan-ketentuan peraturan tersebut  tampak jelas bahwa
pemerintah sangat mencegah terjadinya pernikahan dini atau pernikahan bagi
mempela yang masih dibawah umur, Kerena salah satu dampak pernikahan
dini yaitu dapat meningkatnya angka perceraian.

Dalam permohonan dispensasi nikah tidak selalu calon suami istri
usianya.dibawah 19 tahun, terkadang hanya satu_pihak.saja yang usianya 19
tahun, bak itu calon suami ataupun si calon istri. Adapun permohonan
dispensas nikah dapat diterima maupun ditolak, berdasarkan pertimbangan
dari hakim yang mengadili perkara tersebut. Permohonan dispensasi nikah
jarang ditolak olen hakim pengadilan agama, mengingal fakta dalam
permohonan dispensasi nikah ini menuntut untuk dikabulkan. Adapun maksud
dari fakta yang menuntut tersebut adalah banyak permohonan yang digjukan
dengan fakta bahwa pasangan tersebut sudah melakukan hubungan suami istri
sebelum menikah. Bahkan tidak jarang permohonan dispensasi nikah itu

disebabkan hamil diluar nikah dari fakta-fakta tersebut yang membawa pihak



keluarga Wanita menuntut untuk dinikahkan dengan mengajukan permohonan
dispensasi nikah.6
Melihat fenomena saat ini permohonan dispensas nikah lebih sering
digunakan bagi pasangan untuk menikah diakibatkan perbuatan yang mereka
lakukan karena sebuah kesadaran. Artinya mereka menikah itu akibat
menanggung perbuatan yang sudah.mereka lakukan dahulu.7 Secara umum,
permohonan dispensasi nikah banyak dikabulkan yaitu dengan aasan sebagai
berikut:
1. Rasakhawatir orang tuaterhadap pergaulan sang anak.
2. Pertunangan / lamaran
3. Pernah berhubungan selayaknya suami istri dan terjadi kehamilan®
Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada pengadilan untuk
menangani kasus dispensasi nikah kepada pengadilan agama. Sebagai
pemegang. kekuasaan dalam memutuskan kasus, hakim._pengadilan agama
haruslah berijtihad secara adil dalam memutuskan kasus dispensasi terutama
disebabkan hubungan suami istri diluar nikah. Keadilan ini seharusnya dapat
dirasakan para pihak, hingga dispensas’ nikah sungguh-sungguh memberi
kemaslahatan para pihak, tidak Cuma satu pihak sgja.9 Mglis hakim menjadi

dilema saat memutuskan perkara dispensasi nikah. Disatu sisi, calon suami istri

& Umar haris Sanjaya, aunur Rahim fagih,”Hukum perkawinan islam”,182.

7 Umar haris Sanjaya, Aunur Rahim fagih.”Hukum Perkawinan Islam”,183.

8 Santi ayuk margining, “Pemberian dispensasi Kawin Ditinjau dari maslahah mursalah
(studi kasus pengadilan agama karanganyar tahun 2019)”, Sekripsi hukum keluarga islam
(Surakarta: Perpustakaan |AIN surakarta,2020),5.

® Muhamad Baihagi,”Persetujuan dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari perspektif
ditinjau dari maslahat (Studi Analisis dipengadilan agama kendal)”, Sekripsi Hukum keluarga
islam (semarang: Perpustakaan UIN walisong, 2018),16.



tersebut sudah pernah berhubungan suami istri diluar nikah, akan tetapi disisi
lain antara calon suami istri tersebut belum mencapai batas usia pernikahan
sehingga masih perlu pendampingan orang tua.

Perkara dispensasi nikah dalam penetapannya hakim berpedoman pada
peraturan yang ada ataupun ketentuan yang diformulasikan oleh hakim
terdahulu, apabila tidak diperbolehkan pada keduanya, hakim akan menyusun
hukum untuk mengatasi kasus tersebut.10 Hal ini  tentu sga
mempertimbangkan dari beragam aspek yang ada, baik dari segi kemanfaatan,
serta keadilan bagi pemohon nantinya. Apabila dalam proses pemeriksaan
masih memungkinkan dicegahnya nikah dibawah umur, hakim berhak menolak
permohonan dispensasi nikah. Meskipun perundang-undangan memberi
peluang untuk melaksanakan dispensasi nikah, bukan berati tiap permohonan
yang digjukan akan disetujui oleh hakim.11

Permohonan._dipensasi nikah tentunya _memiliki_pertimbangan-
pertimbangan tertentu. Hakim dalam ,pemeriksaan suatu perkara juga
memerlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu akan
digunakan sebaga bahan pertimbangan hakim. Hakim merupakan pihak yang
berwenang dalam memutuskan perkara.

Berangkat dari uraian diatas, penulis tertarik meneliti tentang penolakan
permohonan dispensasi nikah perkara nomor 254/Pdt. P/2023/Pa Btg. Kasusini

sangat menarik, Dimana anak perempuan dengan calon suami telah melakukan

10 Edi Riadi,”Dinamika putusan mahkamah agung republik indonesia dalam bidang perdata
islam “(Jakarta: Gramata Publising, 2018, 2011),53.

1 Muhamad Baihagi, “Persetujuan dispensasi nikah karena hamil ditinjau dari persfektif
maslahat (studi Analisis dipengadilan agama kendal)”, 13.



hubungan layaknya suami istri. bahkan sampai terjadi kehamilan pada calon
pengantin perempuan dan kini usia kandungan sudah mencapai 9 minggu. Hal
ini diakui oleh anak perempuan dan calon suaminya dihadapan majlis hakim,
Juga mereka telah membuat masyarakat merasa risih, dan sangat meresahkan
karna hubungan mereka yang belum mempunyai setatus sebagai suami istri
yang sah menurut agama dan Negara. Akan tetapi ketua majlis hakim tetap
enggan mengabulkannya dan tidak memberikan izin dispensasi nikah karena
setelah mendengarkan keterangan dari anak pemohon | memberikan penjelasan
dan pengakuan bahwa anak pemohon | telah melakukan hubungan layaknya
suami istri bahkan sampai terjadi kehamilan yang sekarang berusia 9 minggu
akan tetapi setelah dimintal keterangan dihadapan mejlis hakim ketua, anak
pemohon | memberikan keterangan yang menunjukan bahwa belum siap
menikah dan melangsungkan akad pernikahan, hakim menolak memberikan
dispensasi.nikah kepada pemohon dengan aasan karna.anak pemohon | (Calon
Perempuan) belum siap melangsungkan pernikahan dan membangun mahligai
rumah tangga, hakim berpendapat bahwa Ketika permohonan pemohon |
dikabulkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis, masih
kurangnya kematangan mental dan kematangan emosi, karena pada dasarnya
anak pemohon | masih dalam kategori usia yang belum cukup untuk
melangsungkan pernikahan. Kondisi jiwa yang tidak stabil akan berpengaruh
pada hubungan suami istri, akan banyak konflik yang terjadi dan

mengakibatkan perceraian dini.



Akan tetapi disatu sis aangkah baknya juga hakim ketua
mempertimbangkan nasib bayinya ketika sudah lahir nanti, karna tidak bisa
dipungkiri lagi kehamilan sudah terjadi dan kelahiran yang akan datang
menanti. Perkawinan ini bermaksud untuk menyelamatkan nasib bayi yang ada
dalam kandungannya, agar setelah lahirnya bayi tersebut mendapatkan hak
yang sama. kemudian, faktor lain yang mendorong pernikahan diusia muda
juga berasal dari keinginan dari orang tua Orang tua memiliki posisi yang
paling tinggi dibandingkan dengan yang lainnya harus dihormati, ditaati, dan
dipatuhi. Dalam hal ini kepentingan nama baik dalam dua keluarga juga sangat
penting, bahwasanya kehidupan masyarat didesa lebih rumit, belum lagi
mengenai adanya adat istiadat di desa tersebut. Dikhawatirkan setelah
penolakan ini terjadi para pemohon melakukan akad dibawah tangan (Nikah
siri) demi meresmikan hubungan mereka secara agama agar tidak lagi
menimbulkan. dosa dan persefsi yang kurang baik dari_masyarakat.

Akhirnya menibulkan |agi mudharat yang kurang balk, pada dasarnya
perkawinan siri banyak menimbulkan dampak buruk lagi bagi kelangsungan
rumah tangga akibat “hukumnya bagi perkawinan yang tidak memiliki akta
nikah dan pengakuan hukum Negara. Secara yuridis suami/istri serta anak yang
dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan
dengan rumah tangga. Anak-anaknya hanya akan diakui oleh negara sebagai
anak diluar nikah yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan

keluarga ibunya. Istri dan anak yang ditelantarkan oleh suami dan ayah



biologisnya tidak dapat melakukan tuntutan hukum baik pemenuhan hak
ekonomi maupun harta kekayaan milik bersama.

Hal ini menarik untuk diteliti karna jika biasanya hakim menggunakan
pertimbangan kaidah ushul figh yang menyebutkan “kemudharatan lebih
diutamakan daripada meraih manfaat makan tentu dengan menolak
memberikan dispensasi nikah ini@kan menimbulkan kemudharatan yang lebih
besar yakni perkawinan anak pemohon yang tidak diakui negara.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti terkait :
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA
254/Pdt. P/2023/PA. Btg.

B. Rumusan M asalah
1. Bagaimana Hakim Menolak Dispensasi Nikah Dalam Memutus Perkara
Nomor 254/Pdt. P/2023/PA. Btg?
2. BagaimanaAkibat Hukum Pasca Putusan Nomor.254/Pdt. P/2023/PA. Btg?
C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai penulis
antaralain:

1. Menemukan pertimbangan hukum hakim dalam memutus menolak perkara
nomor 254/Pdt.P/2023/Pa Btg.

2. Menemukan akibat hukum paska putusan nomor 254/Pdt. P/2023/PA .Btg.



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan baik
untuk akademisi mau pun non akademisi khususnya dalam dispensasi nikah
di pengadilan agama..
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis dari peneliti ini, yaitu:
a. Bagi hakim
Sebagal bahan masukan dalam rangka penerapan atau praktik
pertimbangan hukum mengenai dispensasi nikah.
b. Bagi suami istri
Memberikan pengetahuan serta dalam membantu memecahkan
masalah yang mungkin sedang dihadapi calon pasangan suami istri
terutama mengenal dispensasi nikah.
c. Bagi pembentuk undang-undang
Memberikan masukan serta dapat membantu memecahkan masalah
terkait kepastian peraturan mengenai batas usia menikah bagi yang
masi h dibawah umuir.
E. Penelitian yang Relevan
Penelitian yang relevan bertujuan untuk mengetahui sgjauh mana
penelitian yang telah dilakukakan oleh para peneliti terdahulu untuk
menemukan persamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian terdahulu

dengan penelitian penulis.
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Penelitian yang dilakukan oleh Mutda Sofyan Tsafiq dengan judul
peneilitiannya “Tinjauan Maslahah Dispensasi Kawin Yang Digukan Oleh
Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan)”
penelitian ini membahas tentang dispensasi nikah yang lebih berfokus pada
bagaimana seseorang yang secara umum belum dapat melakukan perbuatan
hukum, dapat mengajukan dispensasi kawin atas dirinya sendiri, dan
bagaimana perkara ini dilihat dari 'segi maslahahnya. Jenis penelitian yang
digunakan dalam penélitian ini adalah pendlitian.|apangan atau field research,
data diperoleh secaralangsung dari masyarakat (dataempiris).12

Persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkgji
tentang dispensasi nikah. Namun setelah di bandingkan ada perbedaan
mendasar dapat dilihat dari penelitian Mutsla Sofyan Tsafiq yang lebih fokus
pada bagamana seseorang yang secara umum belum dapat melakukan
perbuatan hukum, dapat mengajukan dispensasi kawin.atas dirinya sendiri, dan
bagaimana perkara ini dilihat dari segi maslahahnya Sedangkan penelitian yang
akan dilakukan oleh penéliti |ebih fokus mengkaji tentang Pertimbangan
Hakim Pengadilan Agama Tais tidak mengabutkan atau menolak permohonan
dispensasi nikah.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambar Suci Wulandari dari dengan judul
Penelitian “Dispensasi Perkawinan Ditinjau Dari Aspek Yuridis Dan Sosiologis
(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Salatiga)”, penelitian ini berfokus pada

menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga dalam

2 Mutda Sofyan Tsafig (11210042), “Tinjauan Dispensasi Kawin Yang Diajukan Oleh
Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor 0067/Pdt.P/PA.Pasuruan),” Skripsi Sarjana; Jurusan
Al-ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah: UIN Maulana M Alik 1brahim Malang, Tahun 2015.
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memberikan dispensasi kawin; untuk mengetahui faktor penyebab sehingga
banyak terjadi permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga,
serta untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari adanya pemberian
dispensasi kawin terhadap Pengadilan Agama Salatiga.13

Persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkgji
tentang dispensasi nikah. Setelahdiperiksa perbedaan mendasar dapat dilihat
dari penelitian Ambar Suci Wulandari dengan penelitian yang diteiti oleh
peneliti ini terletak pada masalah yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh
Ambar Suci Wulandari lebih fokus kepada aspek yuridis dan sosiologis,
Sedangkan penélitian yang akan dilakukan oleh penéliti |ebih fokus mengkaji
tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais tidak mengabulkan atau
menolak permohonan dispensasi nikah.

Tesis, Alfi Sahrina yang berjudul “Dispensasi Perkawinan di Bawah
Umur.(Studi. Penetapan Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011)”. Hasil
penelitian menunjukkan: Setelah data dikumpulkan, Peneliti berpendapat
bahwa konsep batas usia perkawinan menurut fikih adalah dalam Hukum
Islam tidak di sebutkan secara pasti batasan usia bagi pihak yang akan
mel angsungkan perkawinan, hanya disebutkan baik pria maupun wanita supaya
sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah maka harus sudah akil baligh

serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Sedangkan dalam Undang-

13 Ambar Suci Wulandari,“Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Aspek Yuridis dan
Sosiologis ( Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga).” Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum:
Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.



12

undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang batas umur perkawinan yaitu 19
tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.14
Persamaan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkgji
tentang dispensas nikah. Namun setelah di bandingkan ada perbedaan
mendasar dapat dilihat dari penelitian Alfi Sahrina terfokus pada konsep
batasan usia perkawinan menurutdFikih dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
serta apa implikas pemberian izin perkawinan di bawah umur. Sedangkan
penelitian yang akan' dilakukan oleh peneliti lebih fokus mengkaji tentang
Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais tidak mengabulkan atau menolak
permohonan dispensasi nikah.
F. Kerangka Teori
Adapun yang berkaitan untuk menunjang penélitian ini adalah dengan
menggunakan kajian-kajian teoritis yang mendukung sebagai panduan. Perkara
teoritis yang diguanakan dalam penelitian ini ialah teori tentang. pernikahan dan
dispensasi_nikah sebagai berikut:
1. Pengertian pernikahan
Makna dari pernikahan yaitu menurut istilah ahlul hadist dan ahlul
figih bermakna terjalinnya ikatan antara perempuan dan laki-laki melalui
pemenuhan syarat dan rukun dalam pernikahan yaitu wali, mahar, dua orang

saks yang adil dan melakukan ijab dan gobul secarasah™ .

4 Alfi Sahrina, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah
Syari’ah Aceh Tengah Tahun 2011)”, (Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan,
2013).

15 Ali Yusuf As-Subki. Figih Keluarga Pedoman Pedoman Berkeluarga Dalam Islam.
(Jakarta: AMZAH. 2012), HAL.1
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Makna pernikahan juga dijelaskan didalam hukum islam atau disebut
dengan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dalam islam berifat
mitsagan ghalidzan dalam mentaati kewgjiban dari alah merupakan ibadah,
iajuga termasuk perbuatan yang dilakukan oleh nabi®.

2. Pengertian Dispensasi Nikah

Negara juga mempunyait aiuran sebagai batas minima umur dalam
perkawinan yang diatur.dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UU NO 16 Tahun
2019 dijelaskan bahwa umur laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun.
Jika kurang dari umur yang telah ditetapkan tersebut maka calon mempelai
mengaj ukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah terbentuk dari makna dispensasi (pengecuaian
terhadap peraturan umum) serta nikah (ikatan perkawinan sebagaimana
hukum dan agjaran agama)*’.

Hubungan kerangka teori dengan penelitian.ini.ialah.dalam kerangka
teori _menerangkan hahwa negara memperhaiikan usia dalam pernikahan
karena ada dampak pada kesehatan rema a perempuan yaitu lemahnya otot-
otot rahim sehinggajikaterjadi kehamilan serviks dapat merobek atau istilah
lainya rupture®. Kemungkinan terburuk adalah turunnya rahim ke vagina
ketika persalinan sehingga penyebab anemia pasca melahirkan. Kurangnya
pengetahuan tentang dampak buruk bersetubuh diusia dini turut menjadi

faktor meningkatnya permohonan dispensasi nikah dengan adanya faktor

16 Kementrian AgamaR.1., Kompilasi Hukum Islam, BAB |1. PASAL 2.

17 Depertamen Agama Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
HIm. 962.

18 Shafa yuandina sekarayu . Dampak pernikahan usia dini terhadap Kesehatan reproduksi.
Jurnal pengabdian dan penelitian kepada masyarakat (JPPM). Vol. 2 No. 1, him 41 .
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agama, faktor keluarga, rendahnya pendidikan, hamil sebelum menikah,
keadaan ekonomi, serta adat dan budaya masyarakat.
3. Penalaran Hukum
Penalaran hukum adalah penerapan prinsip-prinsip berpikir lurus
(logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hakim.
Daam penalaran hukum, logikadipahami secara lebih sempit yakni sebagai
ilmu tentang penarikan.kesimpulan secara valid dari berbaga data, fakta,
persoalan dan proposis hukum yang ada. Maka istilah penalaran hukum
(‘legal reasoning’) sejatinya tidak menunjukan bentuk penalaran lain diluar
logika, melainkan penerapan asas-asas berpikir dari logika dalam bidang
hukum itu sendiri. Dalam arti ini tidak ada penalaran hukum tanpa logika
(sebagai ilmu tentang kaidah berpikir yang tepat dan valid) tidak ada
penalaran hukum diluar logika. Penalaran hukum dengan demikian harus
dipahami.dalam pengertian ‘penalaran (logika) dalam.hukum?®,
Penalaran hukum terbagi menjadi dua kategori yakni:
a Penalaran induktif
Penalaran™ Tnduks merupakan = proses penarikan kesimpulan
universal berdasarkan pengalaman, data, fakia, atau pengetahuan terbatas

sebagai premis®.

19 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi
14, no. 2, (2017): 381.

2 Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”, Jurnal Konstitusi
14, no. 2, (2017): 382.
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Penalaran deduksi

Penalaran deduks merupakan proses penarikan kesimpulan dari
peristiwa khusus baik satu atau lebih untuk menentukan hukum umum??.,

Pola dasar penalaran hukum adalah penalaran dengan
menggunakan contoh penaaran dari kasus ke kasus. Proses penalaran
hukum terbagi menjadi tigatahap: pertama, melihat kesamaan antar
kasus. Kedua, hukumsmana yang diterapkan pada kasus pertama. Ketiga,
ketentuan hukum yang dapat diaplikasikan dalam kasus kedua atau kasus

lain yang serupac?.

G. Metode Pendlitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan,

prinsip dan doktrin hukum untuk menjawab isu hukum. Penelitian hukum

dilakukan untuk mencari pemecahan isu hukum, dan hasil yang dicapai

untuk.memberikan preskripsi mengenal yang seharusnya atas.isu.hukum
yang akan diteliti®>.
1. Jenispenditian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pendlitian ini adalah

yuridis normatif. Yuridis normatif adalah peneitian hukum yang

mengkaji hukum yang dikonsepkan norma atau kaidah yang berlaku

dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang®*.

1949),

2https://www.sampoernauni versity.ac.id/id/mengenal -pengertian-penal aran-dan-j enisnya/.
2 E. Levi, “An Introduction to Legal Reasoning” (Chicago: University of Chicago Press,
2.

2 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (Jakarta: Prenada Media, 2009). 29-36.
2 Muhaimin, “MetodePenelitian Hukum” (Nusa Tenggara Barat: Unram Pres, 2022), 29.
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Disini penulis memilih meneliti menggunakan penelitian yuridis
normatif, yuridis nomatif guna menuju suatu proses untuk menemukan
aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna
menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai
dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat
tidak dikenal di dalam penelitian normatif.

Karena Berbeda dengan jenis penelitian hukum empiris, penelitian
hukum normatif ~memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum
sebagal disiplin preskriptif di mana hanya melihat hukum dari sudut
pandang norma- normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Dimana
tema-tema penelitiannya mencakup:2°
a.Penélitian terhadap asas-asas hukum;

b. Penelitian terhadap sistematika hukum;

c.Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal;
d. Perbandingan hukum; dan

e.Sejarah Hukum.

Di lihat dari "segi jenisnya yang sangat doktrinal atau normatif,
penditian hukum normatif yang ada di Indonesia mirip dengan
penelitian hukum common law, dimana penelitian hukum di dalam
sistem hukum common law lebih berorientasi kepada aspek praktis,
yaitu biasanya untuk menyelesaikan masalah hukum konkret (perkara

hukum tertentu) dan dilakukan oleh para praktiss hukum (legal

2 Soerjono Soekanto mengidentikan penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum
kepustakaan. HIm. 14



practitioners) baik bentuknya sengketa maupun hanya ingin mencari
bagaimana dan di mana suatu permasalahan hukum tersebut diatur
oleh hukum yang dilakukan melalui penelitian fakta-fakta hukum,
peraturan hukum yang relevan bahkan juga melihat kasus-kasus yang
relevan dengan pertanyaan yang ingin dipecahkan?

Penelitian hukum empirisiatau socio-legal (Socio legal research)
yang merupakan model pendekatan lain'dalam meneliti hukum sebagai
objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya dipandang
sebagal disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, melainkan juga
empirical aau kenyataan hukum. di dalam| konteks ini lebih
dimaksudkan kepada pengertian bahwa “kebenarannya dapat
dibuktikan ' pada aam kenyataan atau dapat dirasekan oleh panca
indera” atau bukan suatu fiksi bahkan metafisika atau gaib, yang
sgjatinya berupa proses berfikir yang biasanya hanya dongeng.maupun
pengalaman-pengalaman spiritual yang diberikan Tuhan tidak kepada
setiap manusia dan tidak harus melalui proses penalaran ilmiah suatu
hal tertentu dapat diterima kebenarannya, meskipun oleh parailmuwan
kadang dikatakan tidak ilmiah atau an illogica phenomena.

. Pendekatan Pendlitian
a. Penetapan pengadilan
Pendekatan yang digunakan dalam pendlitian ini adalah

penetapan pengadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah

17

2 William H. Putman, Legal Research, Analysis and Writing (Australia: Thomson Delmar

Learning, 2004), him.



peraturan perundang- undangan dan regulasi terkait isu hukum yang
diteliti. Adapun Undang-Undang yang terkait dalam penelitian ini
yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan Kompilas Hukum Islam.
b. Pendekatan Kualitatif

Menurut Danin (2002), spenelitian kualitatif percaya bahwa
kebenaran itu adalah.dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui
penelashan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan
situasi soslal mereka. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif
partispan dengan strategistrategi yang bersifat interaktif dan
fleksibel. Penditian kualitatif ditujukan memahami fenomena
Sosial.

c. Pendekatan Deskriftif

Variabel yang dianalisis iaah __faktor-faktor.. yang
mempengaruhi kepuasan perkawinan. Subyek penelitiannya adalah
Permohonan dispensasi nikah ' (belum memenuhi syarat sah
pekawinan menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2019) yang
sudah sangai meresahkan masyakat, belum masak jiwa dan raga.
Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Dispensasi nikah

3. Bahan Hukum
Adapun data yang menjadi pijakan dalam penelitian ini adalah

sebagal berikut:
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a Bahan Hukum Primer
Data primer yang digunakan dalam penelitian dan yang
diperoleh secara langsung dari objeknya. Bahan hukum primer
dalam penélitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pel aksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
b. Bahan Hukum Skunder
Data skunder berasal dari sumber kepustakaan atau literatur
lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.?’ Data
sekunder dalam penelitian ini juga berupa buku, dokumen, jurna
dan internet yang berkaitan dengan dispensasi nikah.
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini.adalah dengan menggunakan studi dokumentasi,.yakni.mengkaji
informasi_tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-
undangan, buku-buku, jurnal-jurnal, skripsi, dan internet yang
berkaitan dengan dispensasi nikah.?®
4. Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara induktif,

yaitu dimulai dari fakta dan ralita yang khusus kemudian ditarik secara

27 Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta,
2014), 224.

2 Jhony Ibrahim, “Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif” (Malang: Bayu Media,
2005), 338.
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umum.?® Fakta dan realita khusus dalam penelitian ini mengambil dari
Penetapan Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg tentang dispensasi nikah
kemudian dijelaskan menggunakan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sebagai usaha untuk memudahkan dan
mengarahkan penulisan skirips. Maka ‘dalam penelitian skripsi ini,
sistematika penulisanterbag dalam beberapa bab::

Bab | berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut
pola dasar kgian masalah ini, menjelaskan latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat, penilitian yang relevan, kerangka
teori, metode penelitian , dan sistematika penulisan.

Bab Il beris tentang landasan teori penalaran hukum menjelaskan
tentang.konsep. dasar pernikahan, konsep dispensasi,.konsep. pernikahan,
batas usia perkawinan'.

Bab 1l beris tentang gambaran umum putusan Nomor 254/Pdit.
P/2023/PA Btg. Yang meiputi ratio legis putusan Nomor 254/Pdit.
P/2023/PA Btg.

Bab IV membahas tentang analisis hasil pendlitian terhadap
penalaran hukum oleh hakim dalam putusan Nomor 254/Pdt. P/2023/PA
Btg. Dan akibat hukumnya.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari

% J. R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya”
(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), 121.



seluruh bab yang terdiri dari kesimpulan saran-saran kemudian diakhiri

dengan lampiran dan daftar pustaka.

21



BABYV
PENUTUP
A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dituangkan penulis dalam
skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Penalaran hukum hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor
254/Pdt.P/2023/PA.Btg. hakim menolak. perkara tersebut karna hakim
memandang bahwa yang layak dilakukan adalah ditolak berdasarkan
pertimbangan belum dewasa, belum siap untuk menikah, belum mengingikan
untuk menikah dan karna terpaksa sudah hamil 9 minngu, meskipun sudah
hamil tetapi hakim agak mengesampingkan kehamilanya karna hakim lebih
memandang kepada kamauan anak hal ini sebagamana disebutkan dalam
PERMA No. 5 Tahun 2019.

Setelah saya lakukan penelitian lebih lanjut ternyata anaknya melakukan
nikah siri_setelah pengajuan dispensasinya ditolak berati’Akibat hukum dari
penetapan Pengadilan agama batang 'Nomor 254/Pdt.P/2023/PA.Btg tidak
begitu sangat berpengaruh karna akibat hukumnya secara agama mempunyai
legalitas tetapi secara negara belum. Akan tetapi akan ada solusi ketika sudah
19 tahun akan melangsungkan isbat nikah, kemudian mengusulkan asal usul

anak, kalau itu dilakukan akibat hukumnya sudah tidak ada.

90
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B. Saran.

Setelah melakukan penelitian tentang penolakan dispensasi nikah dalam
kasus calon istri sudah disetubuhi dansudah sangat meresahkan masyarakat
bahkan kedua orangtuanya sampai menikahkan anaknya secara siri.

1. Orang Tua
Dalam ha ini pentingnya. sebagai orang tua dalam mengajarkan
pendidikan agama dalam‘keluarga, sehingga bisa menghindari hal-hal buruk
yang terjadi diera zaman sekarang ini sudah banyak contohnya, seperti
pergaulan bebas, sehingga anak-anak atau remaa tidak mengetahui batas
wajarnya. Agar kedepanya pernikahan dini dapat dihindari.
2. Masyarakat
Pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya
persigpan dan perencanaan sebelum melaksanakan pernikahan, baik
persigpan. mental dan fisik maupun ekonomi yang. perlu.dipertimbangkan

sebelum mel angsungkan pernikahan.
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